GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
PELEBARAN JALAN SIMPANG TIGA RAJA, CHEK POINT

Menimbang

Mengingat

KUALA KENCANA DI TIMIKA
GUBERNUR PAPUA,

bahwa pembangunan pelebaran jalan merupakan kebutuhan
yang mendesak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Kabupaten Mimika;

bahwa untuk pembangunan pelebaran jalan diperlukan lokasi
yang memenuhi syarat teknis dan kelayakan yang ditetapkan oleh
Gubernur;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur dapat
mendelegasikan kewenangan penetapan lokasi dalam kegiatan
pengadaan tanah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur Papua tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan
Lokasi Pembangunan Pelebaran Jalan Simpang Tiga Raja, Chek
Point Kuala Kencana Di Timika;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

3. Undang-Undang ........ /2



Menetapkan :
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PELEBARAN
JALAN SIMPANG TIGA RAJA, CHEK POINT KUALA KENCANA DI
TIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur ialah Gubernur Papua.

4. Bupati ialah Bupati Mimika.

5. Pengadaan ....... /3
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5. Pengadaan Tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi
ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

6. Obyek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah,
bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang
dapat dinilai.

7. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat
yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.

8. Penetapan Izin Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang
dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan
tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB I1I
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 2

Gubernur mendelegasikan persiapan pengadaan tanah yang menyangkut
penetapan lokasi pembangunan Pelebaran Jalan Simpang Tiga Raja di
Kabupaten Mimika kepada Bupati.

Pasal 3

(1) Bupati menetapkan lokasi pembangunan Pelebaran Jalan Simpang Tiga Raja
Check Point dengan Keputusan.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta lokasi
pembangunan.

Pasal 4

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
alasan pengajuan perpanjangan.

Pasal 5

Bupati mengumumkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 30 Desember 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

e

MARTHIN ST. TUHULERUW, SH., M.Si
NIP. 19630307 199203 1 016










